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ABSTRAK

Untuk meningkatkan kualitas kepemerintahan lokal dengan semangat membangun, melayani dan
memberdayakan masyarakat, diperlukan sinergitas antar sektor. Penelitian ini bermaksud;. mendeskripsikan
dan menganalisis perumusan program antar sektor, dan membangun model sinergitas perumusan dan
pelaksanaan program antar sektor di kabupaten Gresik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil
penelitian sebagai berikut; meskipun kebijakan, sarana dan prasarana pendukung telah ada ternyata sinergitas
antar SKPD kurang optimal. Perlu pembenahan birokrasi dan budaya birokrasi. Paradigma good governance
harus dipahami dan dijalankan sehingga pelaksanaan musrenbang bukan sekedar memenuhi peraturan tetapi
suatu kewajiban menampung aspirasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai harapan warga masyarakat. Perlu
peraturan tentang prosedur pelayanan birokrasi, meliputi pembagian tugas, koordinasi dan SOP.

Kata kunci: Sinergitas, antar sekior, musrenbang, pemerintah local, good governance
ABSTRACT

To improve the quality of local governance in the spirit of building, serving and empowering people, synergy
between sectors is required. This study intends; describe and analyze the formulation of programs between
sectors, and build a model of synergy between sectors in the planning and implementation of the program in
Gresik regency. The method used was a qualitative method. The following results; although policies, facilities
and infrastructure to support existing synergy between SKPDs apparently less than optimal. Need to reform
the bureaucracy and bureaucratic culture. Paradigm of good governance must be understood and implemented
so that not only carry out planning forums rules but a duty to accommodate the aspirations(responsive) to
improve cifizen services.as expected. Necessary bureaucratic regulations on service procedures, includes the
division of labor, coordination and SOP.
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PENDAHULUAN Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, menyatakan bahwa Kabupaten/Kota
merupakan daerah otonom, yaitu daerah yang

memiliki kewenangan membuat kebijakan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan

adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia. Sumber daya adalah potensi, kemampuan,
dan kondisi lokal dikelola bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang

daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan
partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat
bertujuan pada pemberdayaan daerah dan
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan
Permendagri Nomor 54 tahun 2010 mengamanatkan

Volume 9 No. 1 Desember 2014




Jurnal Cakrawala Vol. 9 No. 1 Desember 2014 : 155- 164

pemerintah daerah melakukan rapat Forum
SKPD, sebagai forum koordinasi antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas
program dan kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD yang ada
di daerah. Koordinasi forum SKPD terutama
dalam menentukan prioritas pembangunan.
Penentuan arah pembangunan terhadap
prioritas diatur dalam PP Nomor 8 tahun 2008
pasal 17 yakni program prioritas berorientasi
pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan
pencapaian keadilan yang berkesinambangun
dan berkelanjutan. Program prioritas berorientasi
pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,
terutama kelompok marjinal dan miskin sedangkan
pencapaian keadilan perlu memperhatikan aspek
keadilan untuk mengatasi kesenjangan, kesempatan
antar wilayah dan antar sektor.

Proses merancang perencanaan setiap
SKPD haruslah berdasarkan sumberdaya bukan
hanya sekedar keinginan sebagaimana di
amanatkan oleh undang-undang. Diorientasikan
dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pembangunan dengan menghindari ego sektoral
serta menghindarkan terjadi pemborosan
keuangan pada kegiatan-kegiatan yang tidak
penting. Sinkronisasi program dan kegiatan
antar SKPD dan kebutuhan serta aspirasi
masyarakat dapat menyatu.

Sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di jajaran pemerintahan
Kabupaten Gresik dinilai masih kurang sehingga
berbagai konsentrasi program pembangunan
yang dilakukan oleh Pemkab Gresik masih
cenderung tumpang tindih dan cenderung tidak
efektif dan efisien. Terlihat sejumlah kegiatan
program pembangunan berjalan sendiri-sendiri.

Renstra SKPD perlu dan penting, karena
“failing to plan is planning to fail”, kegagalan
merencanakan sama dengan merencanakan
kegagalan. Keberadaan kriteria yang tepat akan
sangat membantu memperbaiki kualitas Renstra
SKPD di saat perencanaan. Isu strategis pada
urusan perencanaan pembangunan adalah
belum efektifnya perencanaan dari bawah
(bottom up planning) yang disebabkan oleh
kurang akuramya data pendukung perencanaan
pembangunan, kurangnya kemampuan masyarakat
dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan
dan masih rendahnya tingkat partisipasi
masyarakat dalam Musrenbang.

Adapunrumusan masalah dalam penelitian
ini adalah;

1. Bagaimanakah perumusan perencanaan
program Sektor dan antar Sektor di kabupaten
Gresik ?

2. Bagaimanakah model sinergitas perencanaan
dan pelaksanaan program Sektor dan antar
Sektor di kabupaten Gresik ?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perumusan
penyusunan program Sektor dan antar
Sektor di kabupaten Gresik

2. Membangunan model sinergitas penyusunan
dan pelaksanaan program antar Sektor di
kabupaten Gresik

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan
daerah, sesuai dengan peran pemerintah daerah
di era otonomi, perencanaan pembangunan daerah
diperlukan karena pelaksanaan pembangunan
didesentralisasikan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. Perencanaan
pembangunan menurut Riyadi, Deddy Supriady
Bratakusumah (2004), perencanaan pembangunan
merupakan suatu tahapan awal dalam proses
pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan
pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/
acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan
(action plan).

Sjafrizal (2009), secara umum menyatakan
perencanaan pembangunan adalah cara atau
teknik untuk mencapai tujuan pembangunan
secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan
kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena
itu perencanaan pembangunan hendaklah
bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan
aplikatif (dapat diterapkan).

~ Perencanaan pembangunan menurut D.
Conyers dan Hills (1984), adalah proses kontinyu,
terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai
cara untuk menggunakan sumber daya yang ada
dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu
di masa mendatang. Menurut Riyadi dan
Bratakusumah (2004), perencanaan pembangunan
dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan
alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan
yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta
yang akan digunakan sebagai bahan untuk
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melaksanakan suatu rangkaian kegiatan,/ aktivitas
kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material)
maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam
rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Perencanaan Pembangunan Daerah
memerlukan koordinasi dari semua unsur yang
terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah
program dan kegiatan yang holistik dan
komprehensif. Perencanaan Pembangunan
Daerah harus mampu menentukan prioritas
program dan kegiatan berdasarkan fakta dan data
dari potensi daerahnya serta harus mempunyai
sumberdaya yang mempunyai kemampuan
yang baik secara interdisipliner. Koordinasi
sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah
perencanaan pembangunan yang terintegrasi,
tersinkronisasi, dan menyeluruh.

Ketika perencanaan telah dipengaruhi oleh
sistem politik suatu kota atau daerah sebagaimana
pernyataan di atas, maka sebenarnya yang
terjadi adalah wilayah rasional yang menjadi
dasar dalam perencanaan telah kehilangan
independensinya. Selanjutnya perencanaan
akan menjadi tidak efektif dan efesien, bersifat
mendua antara idealisme “kepakaran seorang
perencana” atau mengikuti selera atau kemauan-
kemauan, sehingga berimplikasi pada kualitas
perencanaan dalam pencapaian goal (tujuan)
dan objektif (sasaran) yang dituju. Disamping itu
karena perencanaan merupakan pekerjaan yang
menyangkut wilayah publik maka komitmen
seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)
yang terlibat sangat dibutuhkan sehingga hasil
perencanaan dapat dibuktikan dan dirasakan
manfaatnya.

Paparan visi, misi, dan program Kepala
Daerah terpilih akan menjadi bahan utama
penyusunan agenda kerja selama 5 (lima) tahun
yang dituangkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Berdasarkan UU No. 25/2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
juga menegaskan bahwa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) disusun
berpedoman pada Rencana Jangka Panjang
Daerah (RPJP-D) dan memperhatikan Rencana
Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas).

RPJM Daerah wajib disusun oleh daerah
yang telah memiliki Kepala Daerah hasil pemilihan
langsung (PILKADA), dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut: '

Volume 9 No. 1 Desember 2014

1. RPJM Daerah Kabupaten berpedoman pada
RPJP Daerah Kabupaten serta memperhatikan
sasaran pembangunan dalam RPJM Daerah
dan Standar Pelayanan Minimal yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah;

2. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku
kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan musrenbang RPJM Daerah;

3. Apabila RPJM Daerah belum tersedia, maka
penyusunan RPJM Daerah Kabupaten
memperhatikan Renstrada Provinsi;

4, Sebelum RPJP Daerah ditetapkan, penyusunan
RPIM Daerah tetap dilaksanakan dengan
mengesampingkan RPJP Daerah sebagai
laporan.

Setiap rencana kerja berfungsi sebagai
dokumen perencanaan dan dokumen koordinasi
implementasi rencana dan menjadi landasan
dalam mengevaluasi kegiatan dan program jangka
menengah. Untuk menjamin kesinambungan
rencana kerja pemerintah (RKP) daerah, RPJMD
memuat sasaran hasil pembangunan tahunan
untuk setiap tahun rencana ditambah dengan
sasaran hasil pembangunan satu tahun setelah 5 tahun
kepala daerah menjabat. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga)
bulan, terhitung setelah Kepala Daerah dilantik.

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan
SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun,
disusun dalam rangka mengoperasionalkan
RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-
masing SKPD sesuai bidang urusan yang
menjadi kewenangan daerah. Renstra SKPD
disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah
dan SPM, dengan materi dan substansi utama
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan. Setiap
SKPD berkewajiban melaksanakan program dan
kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan
jangka menengah Daerah, dengan tidak
mengabaikan tingkat kinerja pelayanan/
pembangunan yang sudah dicapai pada periode
sebelumnya. SKPD melalui Renstra SKPD perlu
memastikan bahwa kegiatan yang disusun
sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil
pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM
Daerah, serta estimasi biaya yang dibutuhkan
setelah mencermati kapasitas fiskal Daerah serta
pagu indikatif jangka menengah. Renstra SKPD
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akan memudahkan untuk menyusun anggaran
yang diklasifikasikan menurut organisasi,
fungsi, program dan kegiatan. Renstra SKPD
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Renja SKPD merupakan dokumen rencana
pembangunan masing-masing SKPD yang
berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat
kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang
bersangkutan berdasarkan urusan yang menjadi
kewenangan daerah, sasaran (indikator) hasil
dan keluaran yang terukur, beserta rincian
pendanaannya.

Dokumen Renja SKPD mengoperasionalkan
RKP Daerah disertai upaya mempertahankan
dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan
masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD,
dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat
sesuai kesepakatan yang dicapai dalam musrenbang
tahunan (yang berjenjang dari musrenbang
kelurahan/desa, musrenbang kecamatan, forum
SKPD dan musrenbang Kabupaten). Renja SKPD
yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala
SKPD menjadi dasar dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran satuan kerja peragkat daerah
(RKA-SKPD).

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004
mengamanatkan, bahwa perencanaan (RKPD)
harus mempertimbangkan sinergitas antar sector
dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara
bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) yang secara
partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/
Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang
selanjutnya diformulasikan melalui forum SKPD
dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen
publik, sehingga pelibatan semua stakeholders

dalam proses penyusunan rencana program dan -

kegiatan menjadi pengarus utamaan (imainstreaming)
dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan
prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini
harus dapat diakses oleh semua stakeholders
baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi.

METODOLOGIPENELITIAN
Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah deskriptif evaluatif. Penelitian deskriptif
yvang dimaksud adalah bahwa penelitian ini
berupaya mendeskripsikan fenomena tertentu.
Sedangkan penelitian evaluasi dimaksudkan
untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu sistem
yang dilaksanakan dan mencari kekuatan dan
kelemahannya demi perbaikan kedepan. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif yang
diterapkan dengan mengumpulkan data kualitatif
yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam.
Melalui pendekatan kualitatif, akan dilakukan
interpretasi fenomena-fenomena yang ada untuk
memperkaya analisis dan penarikan kesim Data
vang dikumpulkan mencakup data primer
maupun data sekunder. Data primer dikumpulkan
dengan menggunakan teknik kuesioner dan
wawancara mendalam (in depth interview) dengan
menggunakan instrumen yang berupa pedoman
wawancara (inferview guide). Sedangkan data
sekunder diperoleh dari laporan dinas dan
dokumen. Data sekunder dikumpulkan dengan
menggunakan instrumen pedoman telaah
dokumen (document review guide).

Lofland dan Lofland (lihat Moleong, 2000),
mengemukakan bahwa,sumber data utama
dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan
tindakan-tindakan, bisa juga berupa data
tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.
Selain itu sumber data adalah informan, kegiatan
yang bisa diamati dan dokumen. Informan
menurut Miles dan Huberman (1992) bisa
dibedakan menjadi pelaku utama dan bukan
pelaku utama.

Informan kunci, informan awal dipilih
secara purposive. Hal ini dimaksudkan untuk
memilih informan yang benar-benar relevan dan
kompeten dengan masalah penelitian sehingga
data yang diperoleh dapat digunakan untuk
membangun teori. Sedangkan informan
selanjutnya diminta kepada informan awal
untuk menunjuk orang lain yang dapat
memberikan informasi, dan kemudian informan
ini diminta pula untuk menunjuk orang lain yang

dapat memberikan informasi, dan seterusnya'

sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi.
Artinya, bila dengan menambah informan hanya
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